
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 16 TAHUN 2013

t

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN BATUAN 

DALAM WILAYAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

nimbang :a. bahwa dalam  rangka penataan kegiatan  pengelolaan dan 

pem anfaatan pengam bilan batuan daiam  W ilayah Kota Kendari 

serta untuk tetap m enjam in kelestarian lingkungan hidup, 

perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian m elalui Izin 

Pengam bilan Batuan; 

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dimaksud 

dalam  huru f a, perlu m enetapkan Peraturan  W alikota tentang 

Tata Cara Pem berian Izin Pengam bilan Batuan dalam  wilayah 

Kota Kendari.

'engingat : 1. Undang -  Undang Nom or 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lem baran Negara Republik 

IndonesiaTahun 1960 Nom or 104, Ta.nbahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nom or 2043);

2. Undang - Undang Nom or 6 Tahun 1995 tentang Pem bentukan 

Kotam adya Daerah Tingkat II Kendari (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomc r 44 Tam bahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nom or 3602);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nom or 125, Tam bahan Lem baran N ;gara Republik Indonesia 

Nom or 4437) sebagaim ana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang 

Pem erintah Daerah (Lem baran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lom baran Negara Republik 

Indonesia Nom or 4844);



4. Undang-Undang Nom or 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan 

Keuangan antara Pem erintah Pusat dan Pem erintah Daerah 

(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 126, 

Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4438);

5. Undang -  Undang Nom or 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang {Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nom or 68, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nom or 4725);

6. Undang-Undang Nom or 4 Tahun 20C9 tentang Pertam bangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nom or 4, Tam bahan Lt mbaran Negara Republik 

Indonesia Nom or 4959);

7. Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nom or 130, Tam bahan Lsm baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nom or 140, Tam bahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lem baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 84, Tam bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3538);

10. Peraturan Pem erintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang W ilayah 

Perlam bangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 28, Tam bahan Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nom or 5110);

11. Peraturan Pemerintah Nom or 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertam bangan M ineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republi c Indonesia Tahun 2010 

Nom or 29, Tam bahan Lem baran Nc gara Republik Indonesia 

Nom or 5111);



12. Peraturan Pem erintah Nom or 55 Tahun 2010 tentang 

Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 

Usaha Pertam bangan M ineral dan Batubara (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nom or 85, Tam bahan 

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 5142);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nom or 86 Tahun 2002 

tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pem antauan Lingkungan Hidup 

(UKL/UPL);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nom or 11 Tahun 2006 

tentang Jenis Rencana Usaha dan a tau Kegiatan yang W ajib 

dilengkapi dengan Amdal ;

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nom or 1 Tahun 2001 tentang 

Pem bentukan Perangkat Daerah (Lem baran Daerah Kota 

Kendari Tahun 2001 Nom or 1);

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomo * 6 Tahunn 2001 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Daerah Kota Kendari 

TahunJ2001 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomc r 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pem erintah Kota Kendari ( Lembaran Daerah Kota 

Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nom o* 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 

Nom or 2);

19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nom or 11 Tahun 2011 tentang 

Sum bangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lem baran Daerah 

Kota Kendari Tahun 2011 Nom or 11);

20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomc r 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang W ilayah (RT/RW ) Kota Kendari 2010 -  

2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nom or 1).

MEMUTUSKAN :

i tapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN IZIN PENGAMBILAN BATUAN DALAM 

WILAYAH KOTA KENDARI.



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

\ im Peraturan W alikota ini yang dim aksud dengan :

' i Daerah adalah Kota Kendari.

j Pemerintah Daerah adalah Pem erintah Kota Kendari yang terdiri dari 

j Ifalikota dan Perangkat Daerah Kota Kendari seb; igai unsur penyelenggara 

: Pemerintah Daerah.

j lalikota adalah W alikota Kendari.

j Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari adalah Badan 

j Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari.

Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

Bagian Adm inistrasi SDA adalah Bagian Adm inistrasi Sum berdaya Alam  

Sekretariat Kota Kendari.

Instansi Teknis antara lain Badan Lingkungan Hi< lup, D inas Tata Kota dan 

Perumahan Bagian Adm inistrasi Sum ber Daya A lam , serta Instansi teknis 

terkait lainnya.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yan g  berlaku.

Orang Pribadi adalah seorang atau individu y; m g berkeinginan untuk 

mengurus Izin Usaha Pengam bilan Batuan

Badan adalah sekum pulan orang dan/atau m odal yang m erupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha m aupun yang tidak melakukan 

tisaha yang m eliputi perseroan terbatas, Perseroa n Kom anditer, Perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (E..UMD) dengan nam a dan dalam 

bentuk apapun, J lrm a , kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lem baga dan bentuk badan l ainnya ternasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap..

Izin Pengam bilan Batuan adalah Izin yang dibsrikan oleh Pem erintah 

Daerah terhadap kegiatan pengam bilan batuan dalam  w ilayah Kota 

Kendari.



m m m

j Batuan adalah segala jen is  obyek bahan galian yang berada di w ilayah 

, Kota Kendari meliputi pumice, tras, toseki, obsid ian , m armer, perlit tanah 

| iiatome, tanah serap (fullers carth), slate, granit, gram odiorit, andesit, 

■> ?abro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, 

opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, sasper, krisoprase, kayu terkersikan, 

; jamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung guarry besar, kerikil galian 

i iari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai, ayak tanpa pasir, pasir 

i  urug, pasir pasang, kerikil berpasir alam i (sirtu), bahan tim bunan pilihan, 

(tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gam ping, onik, 

¡pasir laut, dan pasir yang tidak m engandung unsur m ineral logam atau 

I snsur m ineral bukan logam dalam  jum lah  yang berarti ditinjau dari segi 

: tkonomi pertam bangan, serta batuan lainnya sesuai dengan ketentuan 

; Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II 

PERIZINAN 

Pasal 2

ap orang pribadi dan/atau badan yang akan melakukan kegiatan 

ambilan batuan pada lahan dengan luas areal kurang dari 1 H (satu 

tar) dalam wilayah Kota Kendari wajib m emiliki i;iin dari Pem erintah Kota 

\ iari.

Pasal 3

\ dari Pemerintah Kota Kendari sebagaim ana di naksud dalam  Pasal 2 

j ah Izin Pengam bilan Batuan dalam  W ilayah Kota Kendari.

Pasal 4

| atan pengam bilan batuan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 2 

! nakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III 

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PE RIZINAN 

Pasal 5

I Sebelum diterbitkan Izin Pengambilan Batuan terlebih  dahulu dikeluarkan 

j  ¡ekomendasi Tim  Teknis.

| Surat Izin Pengam bilan Batuan dalam  W ilayah Kota  Kendari d iterbitkan 

.1 ileh Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Penyelenggara Pelayanan 

ferizinan Kota Kendari atas perm ohonan dari oran;* pribadi atau badan.

i



:Permohonan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 

j kepada W alikota Kendari e.q Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan 

■j Perizinan Kota Kendari dengan m elam pirkan persyaratan yang telah 

j ditentukan.

Pasal 6

i rsyaratan sebagaim ana dim aksud dalam  ^asal 5 ayat (2) m eliputi : 

j Foto copy K T P ;

] Status tanah yang bersangkutan (Sertifikat tanah/Surat keterangan dari 
j Lurah dan Camat);

\ Surat Persetujuan Pemilik Tanah (Untuk lckasi yang bukan milik 
pemohon);

i Persetujuan Batas Kepem ilikan Lokasi Pengam bilan Batuan;

Í Foto copy Akte pendirian Perusahaan (Bagi pemc hon badan); 
i Foto copy SITU (Surat Izin Tem pat Usah'^y,

Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan dan Peta w ilayah 

Pengambilan -Batuan yang m enunjuk iatas-batas Titik koordinat secara 
jelas dengan skala 1 : 1000; 

i Dokumen UKL/UPL atau AMDAL;
' Melampirkan Surat Keterangan Tata Cara P^iYg&inbilan Batuan;

Pasal 7

\ dan Penyelenggara Pelayanan Perizinan h  ota Kendari m enerim a 

| mohonan Izin Pengambilan Batuan dalam wila yah Kota Kendari beserta 

)  aipiran persyaratan sebagaim ana dim aksud dalami Pasal 6.

Pasal 8

- Dalam rangka m em proses Perm ohonan Izin Pe ngam bilan Batuan dalam  

, wilayah Kota Kendari, Badan Penyelenggara 3elayanan Perizinan Kota 

: Kendari wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai 

■i kewenangan m asing-m asing.

i Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari dan instansi teknis 

i terkait melakukan pem eriksaan dan peninjauan lapangan terhadap 

 ̂ permohonan izin sebagaim ana dim aksud dalam F asal 5 ayat (2).

I Hasil pem eriksaan dan peninjauan lapangan sebagaim ana dim aksud pada 

j ayat (2) dibuat dalam  Berita Acara Pemeriksaan.



T

BAB IV 

KADALUARSA 

Pasal 9

1 isa berlaku Surat Izin Pengam bilan Batuan dalam  W ilayah Kota Kendari 

j entukan untuk jangka waktu selama 1 (s atu) Tahun.

Pasal 10

j |Untuk Pem egang Surat Izin Pengam bilan Batuan dalam  W ilayah Kota 

Kendari yang masa berlaku izinnya sudah ber akhir, maka dapat segera 

mengajukan perm ohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada 

; Pemerintah Kota Kendari c.q. Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan 

I Perizinan Kota Kendari sesuai dengan persyaratan sebagaim ana dim aksud 

j dalam Pasal 6.

| (Permohonan perpanjangan surat izin sebagaim ana dim aksud dalam  

■ pasal 6 disam paikan selam bat-lam batnya 15 ( ima belas) hari sebelum  

i  masa berlaku izin berakhir.
•

BAB V 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 11

i dan kewajiban Pem egang Surat fziri Pengambil1 an Batuan dalam  wilayah 

ta Kendari :

berhak melakukan kegiatan pengam bilan batuan sesuai dengan luas dan 

bkasi yang telah ditentukan.

wajib melakukan pemulihan lingkungan pasca kegiatan Pengam bilan 

Batuan.

memberikan kesem patan kepada petugas dari instansi terkait untuk 

J melakukan pem binaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pengam bilan 

d Batuan.

wajib m em bayar pajak daerah terkait dengan kegiatan Pengam bilan Batuan 

1 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

| menyampaikan laporan kegiatan dan Pengelolaan Lingkungan kepada 

lalikota Kendari c.q. Bagian Adm inistrasi Sum berdaya Alam  Sekretariat 

1 Kota Kendari dan Badan Lingkungan Hidup Ko:a Kendari setiap 3 (tiga) 

J bulan.

BAB VI 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 12

I  nyalahgunaan terhadap Surat Izin Pengam bilan Batuan dalam  W ilayah Kota 

I ndari akan dikenakan sanksi pencabutan Izin.

A
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Pasal 13

jp kegiatan pengambilan batuan dalam wilayah Kota Kendari yang tidak 

fiilki Izin sebagaim ana dim aksud dalc m Pasal 2 dan Pasal 3 akan 

inakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

l a k u .
Pasal 14

¡awasan teknis kegiatan pengam bilan batuan lilakukan oleh instansi

:s terkait sesuai bidang kewenangan m asing-m asi ig .

BAB VII 
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

ial lain yang belum  cukup diatur dalam  Pe ratu re n W alikota ini sepanjang 

gatiir teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

kota.

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16

turan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal d;undangkan. Agar setiap 

mengetahuinya, m em erintahkan Pengandangar Peraturan W alikota ini

Daerah Kota Kei idari.

D itetapkar di Kendari 

p fd a ta n g g i l  I -  4  -  2013

im Penem patannya dalam  Berita

WALII IOTA KENDARI,

dangkan di Kendari

{tanggal I -  4  -

IETARIS DAERAH 
OTA KENDARI,

2013
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